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PUTUSAN
Nomor 199/Pdt.G/2022/PA.LB

L S

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rabiati binti Baudin, NIK 1306026005660003, tempat tanggal lahir
Batu Rubiah, 20 Mei 1966, umur 56 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
tempat tinggal di Batu Rubiah, Jorong Padang Tongga,
Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung,
Kabupaten Agam, sebagai Penggugat;
melawan
Zaharudin bin Abu Bakar, NIK 1306020703640006, tempat tanggal
lahir, Batu Rubiah, 07 Maret 1964, umur 58 tahun, agama
Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal di Batu Rubiah, Jorong Padang Tongga, Nagari
Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten
Agam, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti
Penggugat di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Juni 2022 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung tanggal yang sama
dengan register perkara Nomor 199/Pdt.G/2022/PA.LB, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah,

menikah pada tanggal 19 Desember 1998 sebagaimana ternyata dari
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Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 91/12/X11/1998, yang dikeluarkan oleh
KUA Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat,
pada tanggal 19 Desember 1998;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah
tangga di Pekanbaru selama lebih kurang 5 (lima) tahun karena Penguggat
dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal terakhir Penggugat
dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Batu Rubiah, Jorong
Padang Tongga, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten
Agam sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3
(tiga) orang anak yang bernama:

3.1. Rahmadani, laki-laki, lahir pada tahun 1990;
3.2. Muhammad Rozi, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Desember 1995;
3.3. Emrosadi, laki-laki, lahir pada tanggal 05 Februari 2005;

4. Bahwa awal pemikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rumah
tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tahun
2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat
telah berselingkuh dengan perempuan lain dan bahkan Tergugat sudah
menikah lagi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat
dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2021, dimana pada waktu itu
Tergugat ketahuan telah menikah lagi tanpa seizin dan sepengetahun
Penggugat atas hal tersebut terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat yang mana Tergugat memutuskan untuk
pulang ke rumah orangtua Tergugat di Batu Rubiah, Jorong Padang Tongga,
Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;

6. Bahwa semenjak bulan Februari 2021 tersebut antara Penggugat dengan
Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 1 (satu) tahun
lamanya;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat, tidak ada upaya untuk

mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
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8. Bahwa Penggugat adalah seorang miskin/tidak mampu sesuai dengan Surat
Keterangan Kurang Mampu Nomor: 140/338/PEM/2022 yang dikeluarkan
oleh Wali Nagari Manggopoh tanggal 08 Juni 2022, maka oleh sebab itu
Penggugat memohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat
berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan
Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari
Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon
kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Majelis Hakim
Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan
Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Zaharudin bin Abu Bakar)
terhadap Penggugat (Rabiati binti Baudin);

3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk
Basung tahun 2022;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi
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tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugat tidak pemah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di
persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 91/12/X11/1998, yang dikeluarkan oleh

KUA Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat,

pada tanggal 19 Desember 1998. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi
1. Rambun bin Baudin, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan petani, tempat kediaman di Nagr Tapakih, kecamatan Ulakan,

Kabupaten Padang Pariaman. Saksi adalah kakak kandung Penggugat,

dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang telah melangsungkan
pernikahan sekitar tahun 1998;

- Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah
tangga di Pekanbaru selama lebih kurang 5 (lima) tahun karena
Pengugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal terakhir
Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Batu
Rubiah, Jorong Padang Tongga, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk
Basung, Kabupaten Agam, sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan

sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
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- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak Tergugat bekerja di Pekanbaru, mulai tidak rukun
dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang
disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama
dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan bahkan
Tergugat sudah menikah lagi tanpa seizin dan sepengetahuan
Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

- Bahwa pada tahun 2021 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama
dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih
dari 1 (satu) tahun sampai sekarang;

- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal,
Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi
menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;

- Bahwa pemah ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan
Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali akan
tetapi tidak berhasil;

2. Acin bin Suardi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
petani, tempat kediaman di Jorong Padang Tongga, Nagari Manggopoh,
Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Saksi adalah sepupu
Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bemama Zaharudin,
Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar tahun 1998;

- Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah
tangga di Pekanbaru selama lebih kurang 5 (lima) tahun karena
Pengugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal terakhir
Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Batu
Rubiah, Jorong Padang Tongga, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk

Basung, Kabupaten Agam, sampai berpisah;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan
sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, kemudian mulai tidak rukun dan harmonis lag sejak
Penggugat kecelakaan disebabkan karna masalah ekonomi Tergugat
kurang bertanggungjawab terhadap nafkah sehari-hari, Tergugat telah
berselingkuh dengan perempuan lain dan sekarang sudah menikah
dengan perempuan tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar akan tetapi saksi pernah melihat Tergugat pulang
kampung bersama perempuan tersebut;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah bulan
Februari 2021 lebih kurang 1 (satu) tahun sampai sekarang;

- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, sejak
itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi
menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;

- Bahwa sudah pemah ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat
dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali
namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi
tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta
memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya,;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang
terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan diatas;
Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis
Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan

Agama Lubuk Basung untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
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Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya
adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut
penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat
tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Basung, maka perkara ini
secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Basung
untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan
yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132
Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis telah menasihati
Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan berbaik kembali membina
rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1)
dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena
itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa
secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang
harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita
gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak mukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup

rukun dalam rumah tangga mereka;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt.G/2022/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat
telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 91/12/XI11/1998, yang dikeluarkan oleh
KUA Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat,
pada tanggal 19 Desember 1998, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup
serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3
ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat
bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat
terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat
perkawinan sejak tanggal 19 Desember 1998;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Penggugat telah
memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal
171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan saksi 2
Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat dan didengar sendiri
oleh kedua saksi, akan tetapi kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sejak itu tidak
pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban
sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung
sebagian dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim
menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat
diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan
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oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah

menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah tinggal
bersama dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan
Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah
pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di
atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara
dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang
menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan
Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai
sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan
hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan
antara keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah
(ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang);

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi tidak pernah melihat
Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun dengan telah terjadinya pisah
tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 1 (satu) tahun,
selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, maka
patut diduga (ghalabat al-zhann) bahwa pisah tempat tinggal tersebut adalah
karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis
berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan
tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997
menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada

harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti
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retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud pada
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta a quo Majelis Hakim berpendapat
bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan
dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown), sehingga tujuan
pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warohmah
sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal
3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud,;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pula mempertahankan rumah
tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang
berkepanjangan serta akan memunculkan kemudaratan-kemudaratan yang
lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal
agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudaratan lebih
diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul
fikih yang berbunyi:

de\glééce&mu.d\ e
Artinya: “Menolak kemudaratan harus didahulukan daripada menarik

kemanfaatan.”
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 19 huruff Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa
gugatan Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan
dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan berdasarkan
catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat
belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang
dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c

Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra,
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oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak
satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat termasuk warga miskin
sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kantor Wali Nagari
Manggopoh dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor
W3-A17/1180/HK.05/V1/2022 tanggal 8 Juni 2022, dan sesuai dengan
ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua
biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA
Pengadilan Agama Lubuk Basung tahun anggaran 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Zaharudin bin Abu Bakar)
terhadap Penggugat (Rabiati binti Baudin);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan
Agama Lubuk Basung tahun 2022;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 Masehi
bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh Sri Fortuna Dewi,
S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Mulya, S.H.I, M.H. dan Derry
Damayanti, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Elni

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,
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Ayu Mulya, S.H.l., M.H Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota Il

Derry Damayanti, S.H.I
Panitera Pengganti,

Dra. Elni

Perincian Biaya Perkara:
NIHIL
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